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ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hadir sebagai respons terhadap
tantangan gizi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini,
Namun demikian, potensi risiko keracunan makanan dalam pelaksanaan program
berskala besar semacam ini merupakan isu krusial yang menyoroti celah dalam
sistem penjaminan keamanan pangan dan menegaskan adanya potensi pelanggaran
serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup sehat dan aman. Penelitian ini
bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata oleh layanan catering
atas keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1
Gemolong, dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan
makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1
Gemolong dan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan
spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum. Data dianalisis
secara. Metode pengumpulan data Primer menggunakan observasi dan wawancara,
sedangkan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan.
Metode analisis data menggunakan kualitatif,

Pertanggungjawaban Perdata oleh layanan catering atas keracunan makanan
dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong adalah sebagai
berikut, pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab penuh atas insiden
keracunan yang terjadi pada program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1
Gemolong. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menanggung
seluruh biaya pengobatan siswa, baik yang menjalani rawat inap maupun rawat
jalan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah untuk
memastikan bahwa para siswa mendapatkan perawatan terbaik tanpa membebani
keluarga korban. Faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada
siswa adalah ketidaksesuaian standar keamanan pangan oleh penyedia catering,
lemahnya pengawasan preventif oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan,
keterbatasan wewenang sekolah dalam pemilihan dan pengawasan penyedia
makanan, kurangnya prosedur pengawasan berlapis saat pendistribusian makanan,
tidak adanya pelaporan cepat ketika gejala mulai muncul, ketidaksiapan fasilitas
kesehatan dalam menangani kejadian massal, kelemahan koordinasi antar instansi,
ketidakefektifan sistem rekanan penyedia catering, ketidakpatuhan pihak catering
terhadap prosedur operasional standar (SOP), minimnya sosialisasi keamanan
pangan kepada pihak sekolah. Solusi terhadap penyelesaian masalah adalah
perbaikan standar produksi dan distribusi makanan, pengawasan dan evaluasi ketat
terhadap penyedia jasa, pemberdayaan sekolah dalam pengendalian mutu pangan,
penguatan koordinasi lintas instansi, penegakan hukum atas kelalaian, peningkatan
kesiapsiagaan fasilitas, edukasi dan pelatihan kepada sekolah dan masyarakat.

Kata Kunci: Keracunan, Layanan Catering, Pertanggungjawaban Perdata,
Program Makan Bergizi Gratis, Siswa.
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ABSTRACT

The Free Nutritional Meal Program in Indonesia is present as a response to
nutritional challenges and efforts to improve the quality of human resources from
an early age. However, the potential risk of food poisoning in the implementation
of such a large-scale program is a crucial issue that highlights gaps in the food
safety assurance system and confirms the potential for serious violations of
children's fundamental rights to a healthy and safe life. This study aims to determine
the civil liability of catering services for food poisoning in the free nutritious meal
program at SMP Negeri 1 Gemolong, and to determine the factors that cause food
poisoning in students in the free nutritious meal program at SMP Negeri 1
Gemolong and solutions to resolve the problem.

The research method used is a normative juridical method with analytical
descriptive specifications. The data used consists of primary data and secondary
data in the form of legislation and legal literature. The data were analyzed. Primary
data collection methods used observation and interviews, while secondary data
used document studies and literature studies. The data analysis method used
qualitative methods.

Civil liability by the catering service regarding food poisoning within the Free
Nutritious Meal Program at SMP Negeri | Gemolong is as follows: the local
government has assumed full responsibility for the poisoning incident that occurred
during the Free Nutritious Meal Program at SMP Negeri I Gemolong. This form of
liability is manifested by covering all medical expenses for the students, including
both inpatient and outpatient care. This action was taken as a swift government
response to ensure that students receive the best possible care without burdening
the victims' families. The factors causing the food poisoning among students include
the catering provider's non-compliance with food safety standards, weak preventive
supervision by the Health Office and Education Office, the school's limited
authority in selecting and monitoring food providers, and a lack of multi-layered
supervision procedures during food distribution. Other factors include the absence
of rapid reporting when symptoms first appeared, the unreadiness of health
facilities to handle mass casualties, poor coordination between agencies, the
ineffectiveness of the catering partner system, the catering party's non-compliance
with Standard Operating Procedures (SOP), and the lack of food safety
socialization for school authorities. Solutions to resolve these issues include
improving food production and distribution standards, implementing strict
supervision and evaluation of service providers, empowering schools in food
quality control, strengthening cross-agency coordination, enforcing the law
regarding negligence, increasing facility preparedness, and providing education
and training for schools and the community.

Keywords: Poisoning, Catering Services, Civil Liability, Free Nutritional Meal
Program, Students.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan besar bagi
Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022,
prevalensi stunting pada anak balita mencapai 21,6%. Kondisi ini tidak hanya
mengancam kesehatan anak, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya
manusia dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting berisiko lebih
tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif, prestasi belajar yang
rendah, serta produktivitas kerja yang terbatas di masa depan. Oleh karena itu,
intervensi gizi sejak dini merupakan kunci penting dalam membentuk generasi
unggul Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, yang resmi menjabat pada tahun 2024,
memulai masa pemerintahannya dengan janji populis yang menargetkan akar
permasalahan struktural, yaitu ketimpangan gizi dan kualitas sumber daya
manusia. Dalam visi besar yang menekankan pembangunan manusia unggul,
pemerintah menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai
intervensi gizi bagi anak-anak sekolah. Program ini bukan hanya menjadi
simbol keberpihakan negara terhadap generasi muda, tetapi juga menunjukkan

upaya konkret negara dalam memperhatikan kesehatan dan pendidikan.

LUNICEEF. (2023). The State of the World's Children 2023: Nutrition and Child Development.
New York: UNICEF.
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Meskipun demikian, sayangnya meskipun ambisius, pelaksanaan program ini
belum sebanding dengan risiko yang muncul, terutama dalam hal kualitas dan
keamanan pangan yang disediakan.?

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hadir sebagai respons
terhadap tantangan gizi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
sejak dini,> menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak anak atas pangan
yang layak. Namun demikian, potensi risiko keracunan makanan dalam
pelaksanaan program berskala besar semacam ini merupakan isu krusial yang
menyoroti celah dalam sistem penjaminan keamanan pangan dan menegaskan
adanya potensi pelanggaran serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup
sehat dan aman. Meskipun data spesifik mengenai insiden keracunan dalam
Program Makan Bergizi Gratis mungkin masih terbatas, pengalaman dari
program pangan sekolah atau kantin sekolah lainnya di Indonesia menunjukkan
bahwa kasus keracunan makanan pada anak dapat terjadi dan berdampak
serius.

Insiden ' semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan
yang merugikan secara langsung, tetapi juga berpotensi mengikis
kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah dan mengancam
keberlanjutan program yang sejatinya memiliki niat mulia. Permasalahan

ini menempatkan tanggung jawab negara dalam sorotan tajam, menguji

2 Daniel, R. 2024. Politik dan Kebijakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Program Makan
Siang Gratis. Jakarta: Rajawali Press.

3 Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., and Sawir, M. (2025). Dampak Jangka
Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan.
Indonesia. J. Intellect. Publ. 5, him 130-137.
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kapasitas sistem hukum dan kebijakan dalam melindungi anak-anak dari
risiko yang seharusnya dapat dicegah. Mengacu pada laporan CNN Indonesia,
sejak awal peluncuran MBG, sejumlah daerah mengalami insiden keracunan
massal akibat konsumsi makanan dalam program tersebut, termasuk di Cianjur
dan Sukoharjo.*

Anak-anak sebagai penerima manfaat MBG juga memiliki posisi hukum
sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau
jasa (Pasal 4 huruf a). Dalam hal ini, peserta did ik sebagai penerima makanan
dari penyedia yang ditunjuk oleh negara memiliki hak untuk mendapatkan
makanan yang layak dikonsumsi. Ketika makanan yang dikonsumsi ternyata
mengandung zat berbahaya atau diproses secara tidak higienis, dan
mengakibatkan keracunan, maka penyedia makanan dan pemerintah sebagai
pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dapat dikenai sanksi hukum.
Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang
pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak
memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan
peraturan perundang undangan.®

Dalam hal ini, standar makanan bergizi dan aman merujuk pada ketentuan

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta peraturan teknis dari

4 CNN Indonesia. 2024. “Keracunan Massal di Sukabumi, Lampung, dan Balikpapan, Kasus
Makanan Sekolah yang Mengkhawatirkan.” CNN Indonesia, Januari 15, 2024.

% Dewi, Sari R. 2022. “Perlindungan Hukum Anak dalam Program Pangan Sekolah.” Jurnal
Hukum dan Masyarakat 18, no. 3: 215-230.
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Kementerian Kesehatan. Jika terbukti bahwa makanan yang disediakan dalam
program MBG tidak memenuhi standar sanitasi, maka penyedia jasa katering
dapat diproses secara pidana dan perdata. Lebih jauh, negara sebagai pihak yang
melakukan kerja sama atau memberikan lisensi kepada penyedia tersebut dapat
dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam melakukan seleksi dan
pengawasan. Tanggung jawab negara dalam hal ini tidak hanya terbatas pada
aspek administratif, tetapi juga memasuki ranah hukum perdata berdasarkan
konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige
overheidsdaad). Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, mengganti kerugian tersebut.”®

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan fondasi esensial
bagi tumbuh kembang optimal dan martabat kemanusiaan, diakui secara
universal dalam instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang
Hak Anak serta konstitusi nasional’, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Penjaminan akses terhadap pangan

bergizi, aman, dan memadai bukan hanya tujuan pembangunan berkelanjutan,®

® Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2023. “Pedoman
Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis di Sekolah.” Jakarta: Kemendikbud.

" Fadila, Y. A., and Khayatudin (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di
Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Yustitiabelen, hlm 8.

8 The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 (2023).
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tetapi juga cerminan komitmen negara terhadap perlindungan kelompok rentan,
terutama anak-anak, dari segala bentuk ancaman kesehatan dan malnutrisi.’
Oleh karena itu, inisiatif pemerintah untuk menyediakan program makan
gratis bagi anak-anak, seperti Program Makan Bergizi Gratis, patut diapresiasi
sebagai upaya progresif dalam memenuhi kewajiban konstitusional tersebut,
meskipun implementasinya memerlukan pengawasan ketat dan kerangka
akuntabilitas yang jelas.’® Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tergerak
untuk melakukan penelitian hukum berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN
PERDATA ATAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS OLEH
LAYANAN CATERING YANG MENGAKIBATKAN KERACUNAN
MAKANAN PADA SISWA (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1

GEMOLONG)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Perdata oleh layanan catering atas
keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri

1 Gemolong?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada
siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong

dan bagaimana solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut?

® Campbell, M. (1998). Role of health professionals in protecting children from
environmental risks: A commentary., in Canadian Journal of Public Health.

10 Putri, Dian S. 2022. “Pengawasan Pengadaan Makanan Sekolah oleh Masyarakat Sipil.”
Jurnal Studi Sosial dan Politik 7, no. 4: him301-317.
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C. Tujuan Penelitian

1.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata oleh layanan catering
atas keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di SMP
Negeri 1 Gemolong.
Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan
makanan pada siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri

1 Gemolong dan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian hukum tentang pertanggungjawaban

hukum perdata dalam program makan bergizi gratis dari layanan catering

yang mengakibatkan keracunan bagi kesehatan siswa (studi kasus

penanganan keracunan makanan siswa di SMP Negeri 1 Gemolong), hasil

penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, melainkan

penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini juga memiliki manfaat bagi

semua pihak. Maka dari itu, manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai

berikut :

1.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian hukum ini diharapkan memiliki
manfaat yaitu :
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

proses perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhusus dalam
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ruang lingkup hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum
tentang pertanggungjawaban program makan bergizi gratis.

b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memperluas literatur
kepustakaan tentang perbuatan melawan hukum tentang
pertanggungjawaban program makan bergizi gratis.

c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk
penelitian selanjutnya terkhusus penelitian mengenai perbuatan
melawan hukum tentang pertanggungjawaban program makan
bergizi gratis.

d. Dapat memperluas dan menambah ilmu bagi penulis selaku pihak
yang melakukan penelitian

2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan
memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pihak Sekolah

Manfaat dari penelitian bagi pihak sekolah adalah untuk
memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan
Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang pertanggungjawaban program makan bergizi
gratis.

b. Bagi Penyelenggara Catering

Penelitian ini diharapkan dapat membuat penyelenggara

catering lebih paham mengenai perbuatan melawan hukum tentang
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pertanggungjawaban program makan bergizi gratis agar kedepannya
tidak terjadi konflik.
c. Bagi Pemerintah
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu
memberikan sumbangan pemikiran dan saran ataupun masukan bagi
pemerintah dalam melaksanakan peraturan mengenai perbuatan
melawan hukum tentang pertanggungjawaban program makan
bergizi gratis.
E. Terminologi
Terminologi atau peristilahan merupakan arti kata maupun kalimat
yang terkandung dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini penulis
mengangkat judul “Pertanggungjawaban Perdata Atas Program Makan
Bergizi Gratis Oleh Layanan Catering Yang Mengakibatkan Keracunan
Pada Siswa (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Gemolong)”. Berdasarkan judul
tersebut, maka penjelasan arti dari judul adalah sebagai berikut :
1. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban (accountability) merupakan bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah
di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang

dilaksanakan secara periodik.!!

1 https:/klc2 . kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertangeungjawaban-pnbp-846635a3/detail/
pengertian pertanggungjawaban diakses pada 15 Oktober 2025 jam 19.52
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2. Perdata
Kata Perdata Berasal dari kata pradoto (Bahasa Jawa Kuno) yang
berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat
dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum
perselisihan. Hukum Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek
hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan
masyarakat.'?
3. Pertanggungjawaban Perdata
Pertanggungjawaban Perdata atau Tanggung jawab perdata adalah
prinsip fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai
sarana untuk memberikan keadilan serta perlindungan kepada pihak
yang dirugikan akibat tindakan pihak lain. Secara lebih luas, tanggung
jawab perdata tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan ganti
rugi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu atau badan
hukum = yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus
mempertanggungjawabkan tindakannya.*®
4. Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program makan

siang gratis Indonesia pada pemerintahan Prabowo Subianto yang

12 Djajas. Meliala (2014), “Hukum Perdata Dalam Perspektif BW”, penerbit nuansa aulia,
hlm. 1.

18 Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan
Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. 4, hlm 6.

23



berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. MBG menargetkan siswa-
siswi PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui.**
5. Layanan
Layanan (service) merupakan semua aktivitas ekonomi yang
hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya
dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai
tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan)
konsumen. °Penjelasan ini didasarkan pada perspektif umum dalam ilmu
ekonomi dan manajemen, khususnya teori pemasaran layanan.
6. Catering
Catering adalah suatu usaha dibidang jasa dalam hal menyediakan
atau melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan.
Jadi, catering merupakan usaha boga yang melayani konsumen dalam
porsi yang banyak dan biasanya melayani untuk acara tertentu.®
7. Mengakibatkan
"Mengakibatkan" adalah istilah kunci dalam bahasa Indonesia yang
menggambarkan ~ hubungan  sebab-akibat. = menyebabkan  atau

menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; mendatangkan akibat.!’

4 “Makan Bergizi Gratis” (2025) Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Makan Bergizi Gratis (15 Oktober 2025)

15 Lupiyoadi, R. (2014), Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi. Edisi ke3.
Jakarta: Salemba Empat. hlm 7.

18 Purwati. (2000), “Pelayanan Catering”, hlm 2.

7 “Mengakibatkan” (2025) Wikikamus. https:/id.wiktionary.org/wiki/mengakibatkan (15
Oktober 2025)
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8. Keracunan Makanan
Keracunan makanan (food poisoning) adalah kondisi kesehatan
yang umum terjadi dan sering menjadi perhatian di bidang kesehatan
masyarakat. Penjelasan ini didasarkan pada sumber terpercaya seperti
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Kemenkes RI)®.
9. Siswa
Siswa adalah orang yang mengunjungi lembaga sekolah untuk
memperoleh pelajaran dan pengajaran dalam mencapai pedidikan.
Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan yang
tanpa mengenal usia baikmuda, tua, siapa yang menuntut pendidikan
serta bentuk dan bagaimana ia mencapai pendidikan tanpa menghiraukan
derajat mereka.®
10. Studi Kasus
Studi kasus adalah suatu strategi yang digunakan dalam penyajian
suatu pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui sebagai bahan
pembelajaran kemudian kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk
mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar. Strategi pembelajaran

dengan studi kasus ini memungkinkan siswa untuk bisa memecahkan dan

18 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.
Jakarta: Kemenkes RI.

19 Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Ghazali, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm
62.
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mengambil keputusan terhadap kasus yang ditemukan dalam kehidupan
sehari-hari.?°
11. SMP Negeri 1 Gemolong

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gemolong, Sragen,
merupakan salah satu SMP Negeri yang ada di Kabupaten Sragen yang
menerapkan manajemen mutu dalam pengelolaan pendidikan. Untuk
mengetahui sejauh mana mutu sekolah telah dicapai diperlukan
pengelolaan administrasi yang baik, diantaranya administrasi kurikulum,
administrasi kesiswaan, administrasi sarpras, dan administrasi keuangan

sekolah.?

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah
secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada
penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Berikut

merupakan metode penelitian yang digunakan penulis :

1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian hukum berjudul Pertanggungjawaban Hukum
Perdata Dalam Program Makan Bergizi Gratis Dari Layanan Catering
Yang Mengakibatkan Keracunan Bagi Kesehatan Siswa (Studi Kasus

Penanganan Keracunan Makanan Siswa Di SMP Negeri 1 Gemolong)

20 Zulfikar, Fiqy. 2018. Model Pembelajaran Studi Kasus untuk Meningkatkan Pengetahuan
Siswa dan Respon Siswa. FKIP UNS: Laboratorium FKIP UNS.

2L hitps://eprints.ums.ac.id/13433/2/BAB_Lpdf Pengertian SMP Negeri 1 Gemolong diakses
pada 16 Oktober 2025 pukul 00.25.
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ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris.
Penelitian yuridis empiris adalah penilitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in
action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat.??

Dikatakan yuridis empiris karena pendekatannya
menggabungkan antara peraturan-peraturan hukum terkait dengan data
yang diperoleh secara langsung baik dari responden ataupun narasumber
yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan yuridis empiris, maka penelitian ini bersifat deskriptif
analitis.  Deskritif analitis dilakukan dengan menganalisis dan
mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh data-data di
lapangan yang berhubungan dengan keracunan makan bergizi gratis di

SMP Negeri 1 Gemolong yang kemudian dikaitkan dengan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong
menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
134.
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penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.??
a. Data Primer
Data primer menurut Sugiyono, “Data primer adalah data yang
diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara,
observasi, atau pengisian kuesioner oleh responden.”?* Dalam
penelitian ini penulis memperoleh data primer dari keterangan hasil
wawancara yang dilakukan dengan pihak siswa dan guru SMP
Negeri 1 Gemolong.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.?®
Data sekunder ini digunakan untuk membantu melengkapi data
primer baik berupa pendapat para ahli, peraturan perundang-
undangan, buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dokumen
maupun makalah yang relevan dengan permasalahan.
1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, “Bahan

hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas

2 Lexy J. Moleong, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda karya,
Bandung, hlm. 6.

24 Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran, Alfabeta,
Bandung, him. 225.

% Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.
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peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat.”?5

Jadi bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki
kekuatan mengikat karena berasal dari otoritas yang berwenang.
Bahan hukum primer dalam penelitian ini:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
c.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder menurut Johnny Ibrahim, “Bahan
hukum - sekunder adalah semua publikasi hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
buku teks, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum.”?’
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, “Bahan hukum tersier adalah bahan yang
memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan

indeks hukum.”?® Maka dari itu maksud dari pengertian bahan

% Peter Mahmud Marzuki, 2025, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
hlm. 35.

27 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, hlm. 302.

28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.
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hukum tersier di atas adalah bahan yang memberikan informasi
atau petunjuk awal untuk menemukan bahan hukum primer dan
sekunder. Adapun bahan hukum tersier untuk penulisan skripsi
ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus
Hukum Islam, Ensiklopedia
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dan
informasi yang akan dijadikan sebagai fakta pendukung dalam menjabarkan
penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan
adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer menurut Sugiyono, “Data primer adalah semua data
yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dan diambil
langsung oleh peneliti di lapangan menggunakan teknik seperti
wawancara dan pengamatan langsung”.?°
Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi
penelitian, yaitu SMP Negeri 1 Gemolong. Metode yang digunakan
adalah :
1.) Observasi
Observasi menurut Suharsimi Arikunto, “Observasi adalah

pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan

2 Ipid, hlm. 225.
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yang sedang berlangsung, meliputi berbagai aktivitas perhatian
terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan.”*°
2.) Wawancara
Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi yang
akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk
membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan
penelitian.3! Adapun wawancara dilakukan dengan pihak sekolah
SMP Negeri 1 Gemolong sebagai pihak yang terlibat langsung
dalam program makanan bergizi gratis.
Menurut Lexy J. Moleong, wawancara dapat diklasifikasikan
menjadi tiga jenis, yaitu:>?
a.) Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang
dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah
disusun secara ketat sehingga pewawancara tidak keluar dari
susunan yang telah ditentukan.
b.) Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang

menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan, namun

30 Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm. 177.

31 Rosaliza M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian
Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya, 11 (2), hlm. 71-72.

%2 Lexy J. Moleong, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, hIm. 99-100.
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pewawancara memiliki keleluasaan untuk mengembangkan
pertanyaan sesuai kondisi dan respon yang muncul.

c.) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang
bersifat bebas, mengikuti alur pembicaraan, dan lebih
menekankan pada penggalian informasi secara mendalam dari
responden.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, wawancara yang
digunakan adalah jenis wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini
memakai metode pengumpulan data yang menggunakan pedoman
wawancara sebagai panduan, tetapi memberikan kebebasan bagi
penulis untuk mengembangkan pertanyaan dan menyesuaikan alur
wawancara sesuai dengan responden dan situasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono, “Data sekunder adalah sumber
data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui
media perantara atau pihak lain. Data ini umumnya berbentuk
dokumen, arsip, publikasi resmi, atau laporan yang sudah ada
sebelumnya, yang dapat digunakan untuk mendukung temuan

penelitian lapangan dan memperkaya analisis”. >3

3 Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta,
Bandung, him. 137.
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Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan hukum dan
literatur yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Metode
yang digunakan meliputi:

1.) Studi Dokumen
Studi dokumen menurut Lexy J. Moleong, “Studi dokumen
adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai
dokumen tertulis, gambar, atau karya monumental yang relevan
dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat bersifat publik
maupun pribadi, dan digunakan untuk memperoleh informasi yang
mendukung serta memperkuat data dari hasil wawancara atau
observasi”.3
a. Studi Kepustakaan
Guna mendapatkan informasi lebih lanjut untuk melengkapi
data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode studi
kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data
dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil
penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, dokumen, jurnal, artikel,
dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti. Data-data dari studi kepustakaan ini digunakan untuk

menunjang data dari hasil wawancara.

3 Lexy J. Moleong, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, him. 216.
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5. Lokasi dan Subyek Penelitian
Lokasi penelitian adalah Dusun Gemolong Kecamatan Gemolong
Kabupaten Sragen. Bukan tanpa sebab mengapa penulis memutuskan
untuk mengambil lokasi penelitian di Dusun Gemolong Kecamatan
Gemolong Kabupaten Sragen, hal ini semata karena SMP Negeri 1
Gemolong merupakan tempat terjadinya Keracunan pada Program
Makan Bergizi Gratis.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Analisis
data secara kualitatif merupakan metode pengolahan data yang dilakukan
secara mendalam terhadap hasil data dari wawancara, observasi atau
literatur  dengan menjawab pertanyaan yang diajukan selama
pengumpulan data. Dalam penelitian ini sendiri, penulis akan mengolah
data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah SMP
Negeri 1 Gemolong dan data-data yang didapat dari studi kepustakaan
terkait permasalahan yang diteliti. Data yang diolah dan dianalisis secara
kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks atau narasi berdasarkan
penalaran-penalaran untuk menemukan kesimpulan yang logis sehingga
hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan

menyeluruh kepada pembaca.®®

3 Ihid, him. 244
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G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat
memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi dari penulisan
hukum ini, maka penulis akan membuat pembahasan penganalisaan serta
penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis akan membuat sistematika

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan

sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum
pertanggungjawaban perdata meliputi: pengertian pertanggungjawaban
perdata, bentuk pertanggungjawaban perdata. Tinjauan umum program
makan bergizi gratis meliputi: pengertian makan bergizi gratis, dampak
makan bergizi gratis dan tantangan makan bergizi gratis. Tinjauan umum
keracunan makanan pada siswa meliputi pengertian keracunan makanan,
penanganan keracunan makanan. Tinjauan umum pertanggungjawaban
perdata dalam perspektif islam meliputi: pengertian pertanggungjawaban

dalam perspektif Islam, konsep pertanggungjawaban perdata Islam.
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BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis diuraikan tentang pertanggungjawaban perdata
oleh layanan catering atas keracunan makanan dalam program makan
bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong dan faktor yang menyebabkan
terjadinya keracunan makanan pada siswa dalam program makan bergizi
gratis di SMP Negeri 1 Gemolong serta solusi terhadap penyelesaian

masalah tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata
1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata

Dalam konteks hukum, tanggung jawab mengacu pada tugas yang
secara langsung terkait dengan hak dan kewajiban. Menurut kamus
hukum, tanggung jawab diartikan sebagai aanspraakelijk zjin atau dapat
dipertanggungjawabkan, sedangkan aanspraakelijkheid mengacu pada
kewajiban. Artinya, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk
menanggung akibat dari suatu perbuatan atau hubungan hukum yang
menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan pihak yang dirugikan dapat
menuntut hak-haknya melalui sistem peradilan.

Pertanggungjawaban Perdata adalah konsep atau teori yang digunakan
untuk menentukan siapa yang harus dituntut atau dimintai
pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum atau pelanggaran
kontrak. Dalam kasus tindakan melanggar hukum, individu yang
bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tindakan tersebut.
Pelaku harus dibawa ke pengadilan dan diharuskan membayar ganti rugi
sesuai dengan putusan hakim. Demikian pula dalam hubungan

kontraktual, jika terjadi wanprestasi, pihak yang bertanggung jawab adalah
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pihak yang melanggar kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pihak

lain.36

2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab diakui dalam dua bentuk:
tanggung jawab akibat wanprestasi dan tanggung jawab akibat perbuatan
melawan hukum. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi berasal dari
hubungan kontraktual antara individu. Sedangkan tanggung jawab
berdasarkan tindakan melanggar hukum timbul dari tindakan individu
yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti kinerja
yang tidak memadai. Wanprestasi mengacu pada situasi di mana seseorang
gagal memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan
dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.®” Wirjono Prodjodikoro
menjelaskan bahwa wanprestasi dalam hukum kontrak mengacu pada
kegagalan untuk melakukan sesuatu yang scharusnya dilakukan sebagai
bagian dari persyaratan kontrak. Dalam bahasa Indonesia, istilah
“pemenuhan janji untuk prestasi dan tidak memenuhi janji untuk
wanprestasi” dapat digunakan.

Artinya jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini

dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Misalnya, jika penjual gagal

Head

% Mertokusumo, S. 2009. Hukum acara perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta. hlm 3

37 Saliman, A. R. 2004. Esensi hukum bisnis Indonesia: Teori dan contoh kasus. Kencana.
Jakarta. hlm 8.
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mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, atau jika pembeli
tidak membayar harga penuh untuk barang tersebut, hal ini akan
diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak. Dalam hal ini, pihak yang
dirugikan dapat meminta ganti rugi beserta biaya tambahan dan bunga,
sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1243 KUH Perdata atau
B.W.® Dengan demikian, wanprestasi ditinjau dari sudut pandang
kewajiban, yang berarti bahwa ketika seseorang gagal memenuhi
kewajiban kontraktualnya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai
wanprestasi.

Sedangkan istilah “perbuatan melanggar hukum” berasal dari bahasa
Belanda onrechtmatige daad, yang juga dikenal sebagai “forf” dalam
bahasa Inggris. Beberapa ahli menggunakan istilah “melanggar”,
sementara yang lain lebih memilih “menentang” ketika menerjemahkan
onrechtmatige daad. Wirjono Projodikoro menerjemahkannya sebagai
“perbuatan melanggar hukum”, sedangkan M.A. Moegni Djojodordjo,
Mariam Darus Badrulzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S.
Adiwimarta, dan Setiawan menerjemahkannya sebagai ‘“perbuatan
melawan hukum”.

Terjemahan onrechtmatige daad sebagai “perbuatan melawan hukum”
dianggap lebih tepat daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pertama,

istilah “melawan” memiliki makna aktif dan pasif. Kedua, istilah ini

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/B.W.) Herzien Inlandsch
Reglement (H.I.R).
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memiliki cakupan substantif yang lebih luas dibandingkan dengan
“melanggar”. Ini berarti bahwa “melawan” dapat mencakup tindakan yang
didorong oleh kesengajaan atau kelalaian, sedangkan “melanggar” terbatas
pada tindakan yang disengaja. Perbuatan melawan hukum pada umumnya
dipahami sebagai tindakan “merugikan” (cedera) daripada pelanggaran
kontrak. Selain itu, tuntutan hukum perbuatan melawan hukum biasanya

tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum kontrak.

B. Tinjauan Umum tentang Program Makan Bergizi Gratis
1. Pengertian Makan Bergizi Gratis
Program Makan Gratis muncul pada bulan Juli 2006. Saat itu Prabowo
membicarakan permasalahan stunting dan mendapatkan data-data yang
sangat mengejutkan, bahwasannya terdapat 30% anak-anak di Indonesia
yang berumur di bawah 5 tahun telah mengalami stunting karena
kekurangan gizi. Sebagaimana angka stunting di Indonesia pada tahun 2024
sebesar 14%. Berawal dari kegelisahan tersebut maka saat Prabowo
menjabat sebagai Presiden RI berusaha untuk mewujudkan ide makan gratis
yang akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya
ide makan gratis tersebut disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). *°
MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh

pemerintahan Prabowo — Gibran yang bertujuan untuk mengatasi

3 Hidayatullah, M. R. 2024. ”Adik Prabowo Ungkap Asal-usul Ide Makan Bergizi Gratis,
Tercetus Sejak 2006. D. R. Meilanova, Ed.) Bisnis.com.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20241007/12/1805463/adik-prabowo-ungkap-asal-usul-ide-
makan-bergizi-gratis-tercetus-sejak-2006 diakses pada 30 Oktober 2025 pukul 01.20
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permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program MBG adalah
anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari
Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang

berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan.*°

2. Dampak Makan Bergizi Gratis
Dampak Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan sejumlah
penelitian:
a. Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Gizi
Peserta Didik
Intervensi strategis untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan
siswa sekolah dasar dan menengah adalah Program Makan Bergizi
Gratis yang diterapkan pemerintah Indonesia. Program ini memiliki
potensi besar untuk mengurangi masalah gizi seperti stunting,
wasting, dan anemia di antara siswa. Nutrisi yang sehat sangat penting
untuk perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang.
Akibatnya, intervensi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan peserta
didik akan makanan sehari-hari, tetapi juga memaksimalkan potensi

akademik dan produktivitas siswa.**

40 Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramdhani, M. W. 2024. “Memetakan Visi Prabowo
Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan:(Analisis Wacana Kritis Visi Dan
Misi Prabowo Gibran Dalam Prespektif Moderenisasi)”. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan
Humaniora, 2(3), hlm 97-120.

41 Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan
Pangan dan Gizi di Indonesia. Jakarta: SMERU Research Instituate, him 31.
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Setelah enam bulan program, studi longitudinal di sekolah
percontohan menunjukkan bahwa status gizi siswa meningkat. Indeks
Massa Tubuh (IMT) rata-rata siswa meningkat secara proporsional,
sementara jumlah kasus anemia turun sebesar 15% di beberapa
wilayah intervensi. Penemuan ini sejalan dengan penelitian
internasional yang menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat
membantu anak-anak memperbaiki kesehatan mereka secara
keseluruhan. Siswa yang mendapatkan manfaat juga melaporkan
tingkat energi yang lebih tinggi, yang berdampak positif pada tingkat
partisipasi  mereka dalam  kegiatan belajar dan kegiatan
ekstrakurikuler.

Selain itu, ada bukti yang kuat bahwa ada hubungan yang kuat antara
perbaikan status gizi dengan peningkatan kehadiran sekolah dan
konsentrasi belajar. Data menunjukkan peningkatan rata-rata
kehadiran siswa sebesar 7% dan peningkatan 5-10% pada skor tes
akademik dasar, khususnya Matematika dan Bahasa Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa program makan bergizi dapat membantu
memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pencapaian tujuan
pendidikan nasional.*? Oleh karena itu, program ini bukan hanya
solusi untuk masalah kesehatan tetapi juga alat untuk mengubah

pendidikan.

42 Rizka, M. 2024. Hubungan Status Gizi terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP 2 Negeri
Blangkejeren. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hlm 7.
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Namun demikian, ada tantangan lain dalam menjalankan program
ini untuk memastikan standar kualitas makanan yang konsisten di
seluruh Indonesia. Keterampilan penyajian gizi seimbang, kapasitas
logistik, dan variasi dalam penyediaan bahan makanan lokal masih
menjadi tantangan di beberapa wilayah, terutama di wilayah 3T

). Pada jangka panjang,

(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
ketidakmerataan ini dapat mengurangi kinerja program. Oleh karena
itu, rencana pengawasan kualitas yang ketat dan pelatihan teratur
diperlukan untuk orang-orang yang terlibat dalam menjalankan
program di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah
maju menuju- Indonesia Emas 2045 dengan membangun fondasi
sumber daya manusia yang unggul. Dengan memperbaiki status gizi
peserta didik, Indonesia dapat mengatasi masalah kesehatan saat ini
dan meningkatkan produktivitas, kualitas kognitif, dan daya saing
generasi masa depan. Ada kebutuhan untuk komitmen berkelanjutan
untuk meningkatkan kualitas program, menjaga anggaran stabil, dan
mengintegrasikan program dengan pendidikan gizi berbasis
komunitas agar manfaatnya maksimal. Transformasi ini harus

dimasukkan ke dalam konteks pembangunan negara yang inklusif dan

berkelanjutan.

43 Ritonga, A. R., & Sazali, H. 2025. Analisis Komunikasi Pembangunan Terhadap Regulasi
dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin, 1(1),
hlm 32-40.
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Program Makan Bergizi Gratis terhadap Prestasi Akademik

Program Makan Bergizi Gratis meningkatkan prestasi akademik
siswa di berbagai jenjang pendidikan. Fungsi kognitif yang optimal,
termasuk memori, perhatian, dan kecepatan pemrosesan informasi,
telah secara ilmiah dikaitkan dengan asupan nutrisi yang cukup. Siswa
akan lebih mampu berkonsentrasi, memahami materi pelajaran, dan
mengikuti kegiatan akademik dengan lebih baik jika mereka
menerima pasokan mikronutrien dan energi yang diperlukan.
Intervensi ini sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan
dasar anak, terutama kebutuhan gizi, adalah bagian penting dari
pendidikan berkualitas.

Ada peningkatan yang signifikan dalam prestasi akademik siswa
penerima manfaat, menurut data empiris-dari evaluasi program.
Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program melihat
peningkatan rata-rata skor ujian nasional sebesar 5-8% dibandingkan
dengan sebelum program dimulai. Hasil studi observasional juga
menunjukkan bahwa peserta program menunjukkan peningkatan
dalam indikator non-kognitif seperti motivasi mereka untuk belajar,
keaktifan di kelas, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Fakta

ini diperkuat oleh literatur yang tersebar di seluruh dunia yang
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menyatakan bahwa makanan sehat diberikan ke sekolah mengarah
pada peningkatan prestasi akademik.**

Setelah program diberlakukan, kehadiran siswa terus meningkat.
Tingkat absensi siswa akibat sakit menurun sebesar 12% pada tahun
pertama implementasi, menurut data monitoring. Siswa yang
memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik lebih cenderung
mengikuti pelajaran secara lebih konsisten, yang pada akhirnya
berdampak positif pada hasil belajar mereka. Menurut penelitian
sebelumnya, kehadiran yang = tinggi adalah prediktor utama
keberhasilan = akademik. Oleh karena itu, penurunan angka
ketidakhadiran ini sangat penting.*®

Selain itu, tampak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
berdampak lebih baik pada siswa dari latar belakang sosial ekonomi
rendah. Sebelum program, ada perbedaan besar dalam prestasi siswa
dari keluarga kurang mampu versus siswa dari keluarga sejahtera.
Namun, perbedaan tersebut berkurang setelah intervensi gizi,
menunjukkan bahwa program ini bertindak sebagai alat sosial yang

46

mendukung keadilan pendidikan.”® Hal ini mendukung gagasan

4 Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. 2025. Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto
Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif
Sosiologi Pendidikan. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development,
7(2), hlm 1364-1373.

4 Situmorang, M., Ahmad, M., & Kamaludin, K. 2025. Korelasi antara Asupan Gizi melalui
Program Sekolah dan Kemampuan Kognitif Siswa. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 4(2),

hlm 706-712.

4 Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin,
J. 2025. Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar
Siswa. Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika, 2(2), hlm 21-31.
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bahwa mobilitas sosial dapat dipengaruhi secara sistemik oleh
kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan dan kesehatan.

Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis (MBG)
membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan mengubah
sistem pendidikan negara. Program ini meningkatkan peluang
Indonesia untuk menghasilkan generasi emas yang cerdas, inovatif,
dan berdaya saing di seluruh dunia pada tahun 2045 dengan
meningkatkan kesehatan fisik dan kognitif siswa. Untuk
mempertahankan kecepatan ini, diperlukan peningkatan sistem
monitoring dan evaluasi berbasis data. Selain itu, program harus
diintegrasikan secara menyeluruh dengan strategi pengembangan
sekolah.

Program Makan Bergizi Gratis terhadap Transformasi
Pendidikan Menuju Generasi Emas 2045

Program Makan Bergizi Gratis adalah bagian penting dari
transformasi sistem pendidikan Indonesia untuk mencapai visi besar
Generasi Emas pada tahun 2045. Program ini secara signifikan
memperbaiki dasar pembelajaran, kesehatan fisik dan mental anak,
dengan menjamin bahwa semua siswa menerima asupan nutrisi yang
cukup. Transformasi pendidikan tidak lagi hanya merupakan
perubahan program pendidikan atau metode mengajar; sekarang itu
adalah sebuah lingkungan yang mempertimbangkan kesejahteraan

siswa secara keseluruhan. Pencapaian kualitas pendidikan yang tinggi
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memerlukan upaya keras untuk mengatasi faktor sosial seperti
kesehatan dan gizi.

Paradigma pendidikan nasional juga berubah ke arah yang lebih
berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya. Sekolah telah
berubah menjadi lebih dari sekadar tempat pembelajaran, melainkan
sekarang menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan mental,
emosi, dan fisik siswa.*’ Metode ini sesuai dengan prinsip pendidikan
abad ke-21 yang menekankan keterpaduan antara keahlian akademik,
kepribadian, dan kesejahteraan. Indonesia membangun jalur yang
lebih kuat menuju masyarakat yang berpengetahuan tinggi dan
produktif melalui intervensi gizi yang sistematis.

Program ini mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan.
Pembangunan sumber daya manusia memerlukan kolaborasi antara
kementerian pendidikan, keschatan, dan sosial, serta partisipasi
pemerintah daerah dan masyarakat. Transformasi ini menghasilkan
model tata kelola pendidikan yang lebih berbasis kebutuhan lokal,
inklusif, dan melibatkan semua orang. Selain itu, untuk mengatasi
tantangan pendidikan yang kompleks di era globalisasi dan disrupsi
teknologi menuju tahun 2045, diperlukan peningkatan kerja sama

lintas sektor.

4 Hapudin, & Soleh, H. M. 2021. Teori Belajar dan Pembelajaran: Menciptakan
Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif. Prenada Media.
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Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan akan
meningkatkan persaingan di seluruh negara. Indonesia dapat
sepenuhnya memanfaatkan bonus demografinya dengan menciptakan
generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Program ini
membantu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),
terutama SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 4 (Quality Education), serta
membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis
inovasi.*® Oleh karena itu, investasi dalam nutrisi siswa melalui
program ini bukan sekadar pengeluaran sosial itu adalah strategi
ekonomi yang membantu bangsa maju.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan
hanya kampanye social, melainkan alat yang dirancang untuk
mencapai transformasi pendidikan Indonesia yang inklusif dan
berkelanjutan. Visi Generasi Emas 2045 hanya dapat dicapai jika
pendidikan dianggap sebagai proses pembentukan manusia yang
sempurna yang dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu kekuatan
utama dunia di abad ke-21 dengan memperkuat hubungan antara

pendidikan, kesehatan, dan gizi.

4 Aldi, B., Djakman, C. D., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Indonesia, U. 2020. Persepsi
Manajemen dan Stakeholders pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam
Sustainability Reporting. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8(2), hlm 405-430.
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3. Tantangan Program Makan Bergizi Gratis

Adapun tantangan yang dihadapi pada saat pengimplementasian atau

pelaksanaan program makanan bergizi gratis, yaitu:

1)

2)

Pendistribusian Makanan Salah satu kendala utama adalah proses
pendistribusian makanan, yang berarti bahwa proses pembagian
makanan ke siswa. Sekolah menerima makanan bergizi gratis dalam
bentuk paket, yang kemudian harus dibagikan kepada seluruh siswa.
Namun, membagikan makanan ini hanya dilakukan oleh guru yang
menyebabkan proses pembagian makanan membutuhkan waktu yang
lama. Oleh karena itu untuk sementara waktu, dibentuklah panitia
yang terdiri dari anggota UKS wuntuk membantu proses
distribusi/pembagian makanan. Dalam penerapannya, panitia ini
berperan layaknya kantin gratis, di mana siswa lebih dahulu berbaris
untuk mengambil makanan secara bergantian. Selain itu, panitia juga
bertugas mencatat siswa yang telah menerima makanan.

Pengelolaan Sampah Program makanan bergizi gratis ini juga
berdampak pada peningkatan jumlah sampah. Guru dan panitia
menghadapi kesulitan karena siswa belum sepenuhnya menyadari
pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
Hal ini menyebabkan sampah menumpuk dan tidak terkelola dengan
baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan
kesadaran siswa akan pentingnya membuang sampah pada tempat

yang tepat. Untuk mengatasinya, sekolah mengusulkan agar siswa

49



3)

membiasakan diri memilah dan membersihkan sampah setelah
makan. Konsistensi dalam pelaksanaan ini sangat penting agar
sampah tidak berserakan di dalam kelas. Selain itu, ada usulan dari
dinas pendidikan agar siswa membawa tempat makan sendiri. Hal ini
diharapkan dapat mengurangi limbah kemasan dan menjaga
kebersihan lingkungan sekolah.

Pelaporan dan Kualitas Makanan Proses dokumentasi yang rinci dan
akurat sangat penting dalam pengelolaan program bantuan makanan
di sekolah. Setiap kali makanan diterima oleh sekolah, dokumentasi
harus dilakukan secara rinci, mencakup jenis makanan, menu, dan
aspek lainnya seperti tanggal penerimaan, jumlah makanan, dan
kondisi makanan. Jika pelaporan ini tidak segera disclesaikan, maka
akan  menyulitkan pengelolaan program di kemudian hari.
Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat
menyebabkan kesulitan dalam memantau kualitas makanan,
mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi efektivitas program.
Selain itu, kualitas makanan juga merupakan aspek penting yang perlu
diperhatikan. Terkadang, makanan yang diberikan sudah tidak layak
konsumsi atau basi sehingga tidak sesuai lagi dengan program yang
diberikan yaitu makanaan bergizi gratis. Namun untuk hal ini masih
bisa dimaklumi oleh sekolah karena makanan dalam jumlah besar
biasanya telah dimasak jauh sebelum didistribusikan ke siswa. Namun

sekolah juga berharap bahwa dinas pendidikan harus tetap mengawasi
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atau memantau pihak catering untuk memastikan bahwa makanan
yang diberikan kepada siswa adalah makanan yang sehat dan layak
konsumsi agar sesuai dengan program makanan bergizi gratis. 4

4) Selain itu, standar kesehatan makanan yang disajikan belum
sepenuhnya diatur di seluruh negara. Secara jangka panjang,
perbedaan kapasitas dan sumber daya antar daerah dapat
menyebabkan ketidakseragaman dalam penyediaan menu bergizi,
yang dapat mengakibatkan ketimpangan hasil program antar daerah.
Masalah ini diperparah oleh ketidakmampuan penyedia makanan
untuk memahami konsep gizi seimbang. Tanpa sistem pengawasan
dan audit kualitas yang ketat, ada kemungkinan bahwa program tidak
akan mencapai tujuan meningkatkan gizi secara merata untuk semua
siswa.

5) Faktor keberlanjutan pembiayaan juga sangat penting. Pemerintah
dipaksa untuk mempertahankan program ini dalam jangka panjang
karena luasnya dan kebutuhan sumber daya yang tinggi. Jika tidak ada
metode pendanaan alternatif seperti kemitraan publik-swasta,
ketergantungan penuh pada anggaran negara dapat mengancam
keberlanjutan program. Selain itu, diperlukan aturan yang kuat untuk

menjaga program ini dari perubahan politik karena perubahan

49 Ajeng Atikah Merlinda, Y. Y. 2025. Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto
Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif
Sosiologi Pendidikan. Journal Multidisiplinary Reasech and Development, hlm 7.
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prioritas pemerintahan dan dinamika politik dapat memengaruhi
kontinuitas kebijakan.

6) Perubahan perilaku di masyarakat dan di tingkat sekolah adalah
tantangan lain yang sangat penting. Program makan bergizi tidak
hanya berfokus pada menyediakan makanan, tetapi juga
meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi makanan
yang schat. Jika pendidikan gizi dimasukkan ke dalam program dan
pelibatan aktif orang tua tidak ada, manfaat program hanya akan
bertahan tidak lama.>® Oleh karena itu, untuk memastikan perubahan
pola makan dan perilaku sehat yang berkelanjutan, yang merupakan
tujuan jangka panjang untuk membentuk Generasi Emas 2045 yang
unggul dan berdaya saing di seluruh dunia, diperlukan pendekatan

transformatif berbasis komunitas.

C. Tinjauan Umum Keracunan Makanan Pada Siswa

1. Pengertian Keracunan Makanan
Keracunan makanan adalah seseorang yang menderita sakit dengan
gejala dan tanda keracunan yang disebabkan oleh mengkonsumsi makanan
yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia (Permenkes RI No.
2 Tahun 2013). Menurut Selinawati (2019), keracunan makanan adalah

jenis keracunan yang sering dialami oleh anak usia sekolah. Keracunan

% Arifin Alatas, M., & Albaburrahim, A. 2021. Penggunaan Teknik Modelling Digital Untuk
Meningkatkan Kemampuan Membaca Puisi Pada Siswa Sekolah Dasar. Ibriez: Jurnal Kependidikan
Dasar Islam Berbasis Sains, hlm 6.
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salah satunya berasal dari beberapa makanan yang belum terjamin

kebersihannya.

2. Penanganan Keracunan Makanan
Penanganan keracunan merupakan salah satu esensi dari keperawatan
gawat darurat karena apabila tidak segera ditindaklanjuti akan
menimbulkan angka kesakitan maupun kematian. Penanganan utama
ketika terjadi keracunan makanan adalah dengan rehidrasi yang bertujuan
untuk mengembalikan kembali cairan yang hilang ketika penderita
keracunan muntah.®® Penanganan keracunan makanan dapat dilakukan
dengan cara, antara lain;
a. Minum banyak air
Bila penderita keracunan makanan mengalami muntah dan diare,
pertolongan pertama keracunan makanan adalah segera memberikan
cairan yang cukup seperti air putih, oralit atau campuran air putih
dengan gula 2 sendok teh dan garam % sendok teh, atau air kelapa
untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. Perlu
diingat, jangan minum cairan terlalu cepat karena dapat memperburuk
mual dan muntah, jadi minumlah sedikit demi sedikit dalam beberapa
jam.
b. Buang air kecil
Orang yang mengalami keracunan harus buang air kecil secara

berkala, dan perhatikan warna urin biasanya jernih. Jika urin gelap, ini

51 Mustika, S. 2019. Keracunan Makanan : Cegah, Kenali, Atasi. Tim UB Press. Malang. hlm 9.
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menandakan dehidrasi dan biasanya disertai pusing. Jika salah satu
dari tanda dan gejala ini terjadi dan tidak bisa minum cukup cairan,
segera pergi ke rumah sakit terdekat.
Konsumsi makanan ringan

Begitu keracunan makanan, pertolongan pertama keracunan
makanan juga bisa diberi makanan ringan dan hambar seperti biskuit,
roti, nasi putih atau pisang.
Minum obat tablet karbon aktif

Berikan tablet karbon aktif untuk menyerap racun di dalam saluran
pencernaan yang diminum dengan air putih. Meskipun dijual bebas
untuk pertolongan pertama pada keracunan makanan, sebaiknya
dengan anjuran dari dokter.
Minum susu

Bila tidak ada tablet karbon aktif, pertolongan pada keracunan
makanan bisa mengonsumsi susu untuk mengikat racun dalam saluran
pencernaan dan merangsang penderita untuk muntah sehingga racun
keluar dan tidak beredar dalam tubuh. Namun, jika penderita
mengalami diare, sebaiknya tidak diberikan susu.
Posisi Dekubitus Lateral Kiri (Miring Kiri)

Tujuan dari tindakan tersebut untuk mencegah aspirasi dan
membantu menjaga jalan napas pasien tetap terbuka selain itu posisi
tersebut juga membuat pasien tetap diam sampai petugas gawat

darurat tiba yaitu pasien diposisikan pada satu sisi dengan kaki jauh
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ditekuk pada suatu sudut dan lengan jauh ditempatkan di dada dengan
tangan di pipi.
g. Membawa ke Rumah Sakit
Jika, pertolongan pertama pada keracunan tidak mengurangi
gejalanya, sebaiknya segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk

mendapatkan pertolongan segera.

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Perdata dalam Persepektif Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata dalam Persepektif Islam

Secara umum, hukum Islam secara kualitatif maupun kuantitatif
melindungi kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat.
Perlindungan tersebut meliputi aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan
harta. Semua orang diwajibkan untuk menghormati kelima hak tersebut
dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk memeliharanya. Dalam
konteks ini Al-Qur’an menjelaskan bahwa man qotala nafsan bigairi nafsin
awu fasadin fi al-ardh fakaannama qotala al-nasa jami’a, juga man qotala
mu’minan khotho’an fatahriru roqobatin mu’minatin wa diyyatun
musallamah 14 ahlihi.

Al-Qur’an juga mewajibkan berlaku adil dalam bermuamalah dan
berlaku ihsan kepada kerabat, tetangga, dan umat Islam secara
keseluruhan. Al-Qur’an melarang makan harta orang lain dengan cara
batil, mewajibkan qisas terhadap pelaku pembunuhan yang zalim untuk
menghilangkan darar pada korban: wa jaz al-’u sayyiatin sayyiatun

misluha, juga famani’ tadd ‘alaikum fa’tadu ‘alaihi bi misli mani’tada
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‘alaikum. Islam juga meletakkan prinsip-prinsip tanggung jawab
seseorang terhadap perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain: fakullu
nafsin bima kasabat rahinah, juga wa likulli insanin ma kasaba wa ‘alaihi
ma iktasaba, serta wala taziru waziratun wizra ukhra dan prinsip-prinsip
lainnya yang belum dikenal oleh sistem hukum Barat kecuali di zaman
modern ini.

Dalam hukum Islam, wanprestasi dan PMH dimasukan ke dalam
pembahasan bab dhamdn/ mas uliyyah. Meskipun begitu, penggunaan
istilah dhaman dalam konteks pertanggungjawaban hukum ini, berbeda
dengan pemaknaan dhamdan dalam artian penanggungan hutang (jaminan)
yang meruapakan salah satu jenis akad yang ada dalam kitab fikih.

Pengertian dhaman, berasal dari Mustafa Zarqa yang mengartikan
dhaman di sini sebagai:

B 5 55 s s 5

Artinya: Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi harta
atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain.

B! ul o B 51554 170 5 el gl ST elal) a8 (n 480 G2 A ga 150

Artinya: Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi
kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya
manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian

atau seluruhnya.
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Dalam studi hukum Islam kontemporer, dhaman (kewajiban ganti
rugi) terbagi menjadi dua sebagaimana yang ada dalam hukum barat/
nasional, yaitu:

a. Dhaman fi mas’uliyah jinaiyyah (ganti rugi dalam pertanggungajwaban
hukum pidana).

b. Dhaman fi mas'uliyah ~madaniyah (ganti rugi dalam
pertanggungjawaban hukum perdata). Pertanggungjawaban dalam
hukum perdata, kemudian terbagi ke dalam dua, yaitu wanprestasi
(mas'uliyyah ta'aqudiyah/ dhaman al-'aqd) dan perbuatan melawan

hukum (mas’uliyyah tagsiriyah/ dhaman al-'udwan/ fi’1 adh-dhar).>

Dalam pemahaman lebih lanjut, tanggungjawab perdata dalam Islam

memiliki tiga rukun, yaitu:

a. Adanya kesalahan
b. Adanya kerugian

c. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Sanhuri menyebutkan hal ini dalam bab wanprestasi dengan
menyatakan bahwa ada tiga rukun wanprestasi dalam hukum Islam yang
pada dasarnya sama dengan yang ada pada hukum barat, sedangkan Fauzi

menjelaskan bahwa ketiga hal tersebut masuk ke dalam unsur PMH.%

52 Burhanuddin S, 2009, Hukum Kontrak Syariah, BPFE, Yogyakarta, hlm 64.

53 Wahbah zuhaily, Mausu’ah, x:666, lihat juga : Muhammad Fauzi Faidhullah, Nazariyah
93-94. Abdu Razzaq As-Sanhuri, Nazdariyah Al-Aqd, cetakan kedua, (BeirutLebanon: Mansyurat
al-Halaby al Huquqiyah, 1998, hlm 954-955.
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Mengenai hal ini Wahbah Zuhaily menyebutkan bahwa ketiga hal tersebut

merupakan rukun dari pertanggungjawaban perdata dan juga pidana.>*

Meskipun demikian dalam penjelasan yang lebih detail Wahbah
menjelaskan bahwa rukun pertanggungjawaban pada dasarnya hanya ada
dua, yaitu kesalahan dan kerugian, sedangkan adanya kausalitas itu bukan
termasuk rukun. Kausalitas merupakan bagian dari mani** (penghalang)
adanya sebuah sebab hukum, dan bukan termasuk rukun itu sendiri.
Wahbah mengartikan rukun sebagai sesuatu yang unsur yang membentuk
sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi tidak ada tanpa unsur tersebut.
Dalam pengertian Wahbah Zuhaily, kausalitas tidak termasuk ke dalam

rukun pertanggungjawaban.>®

2. Konsep Pertanggungjawaban Perdata Islam
Pertanggungjawaban (o= 523 ) memiliki arti panggantian kerugian riil
atas kesalahan yang terjadi. Dalam KHES pasal 20 ayat 37 dinyatakan
bahwa ganti rugi (ta'widh) adalah penggantian atas kerugian riil yang
dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Secara umum
keduanya sama, tapi pengertian yang digunakan dalam KHES terlihat
kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal

ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan KHES belum mencakup

54 Ibid, hlm 691.

55 Abdul Wahab Khalaf, 2002, Ilmu ushul al-Figh, Cairo: Dar al-Hadis, hlm 113.

SMausii'ah al-Figh al-Isldmi wa al-Qaddya al-Mu Gshirah , Ensiklopedia Fiqih Islam. hlm
666.
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permasalahan PMH dalam hukum Islam dan baru mengakomodir
permasalahan wanprestasi (Ingkar janji pasal 36 KHES).®’

Adanya konsep ganti rugi didasari atas kaidah berikut:

$831 )38 883 750

Artinya: “Kemudaratan harus dicegah atau ditolak sesuai dengan

kemampuan.”
5= 5520

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

Kedua kaidah ini menunjukan bahwa hal yang merugikan harus
dicegah sebelum benar-benar terjadi. Az-Zarga menjelaskan bahwa dengan
kaidah yang pertama, Islam menegaskan salah satu contoh mencegah
kemudharatan sesuai kemampuan adalah-dengan memberikan ganti rugi.
Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam hukum qisas yang kemudian
diganti dengan diyat sebagai bentuk ganti rugi jika wali yang terbunuh telah
memaafkan.®

Ganti rugi berbeda dengan hukum qisas. Maksudnya, tidak ada qisas
(balas merusak) dalam ganti rugi. Hal i1 sejalan dengan kaidah umum
(Janganlah berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang
lain) karena membalas dengan merusak justru akan menimbulkan
kerusakan yang baru.>® Hal ini juga sesuai dengan kaidah (kerugian tidak

dapat dihilangkan dengan kerugian juga). Hal ini juga ditegaskan dalam

5 bid. 724.

% Mustafa Ahmad Zarqa, 1967, Al-Madkhal al-Fighi al-'Aam (Pengantar Umum Fikih

Islam).Syarh. hlm 207.
% [bid, him 94-95.
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Majallah pasal 921 bahwasanya yang terzalimi (barangnya rusak) tidak
boleh membalas dengan menzalimi. Selain itu, dalam UU Perdata Urdun
Pasal 260, UU Perdata Iraq Pasal 216 dinyatakan bahwa tidak ada qisas
dalam rusaknya harta.

Kaidahnya, dalam ganti rugi PMH debitur wajib memberikan ganti
rugi yang setimpal atas kerugian yang terjadi. Hal ini sebagaimana dalil
berikut:

S e e B s 6001 B3t ZA

>

:ﬁf‘};f" - ,,"} - ,__’.74" ) . \ = i -
i adiod iAo e G e

Artinya: Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka
seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. (QS al-Baqarah:
194)

Ciallal) s ¥ X310 Gl 85308 il s e (b el 25 485 13555

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa”
(QS Asy-Syuara: 40)
Adapun ganti rugi pada wanprestasi pada dasarnya dengan cara

memenuhi ketentuan yang telah disepakati.
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BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Perdata Oleh Layanan Catering Atas Keracunan
Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 1
Gemolong

Secara yuridis, pertanggungjawaban negara dapat diuraikan berdasarkan
konsep state responsibility dalam hukum internasional dan /liability dalam
hukum domestik. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi (obligation to
protect) hak anak, yang berarti harus mencegah pihak ketiga (penyedia
katering, pelaksana program) melanggar hak tersebut, serta kewajiban untuk
memenuhi (obligation fo fulfill) dengan menyediakan program pangan. Ketika
keracunan terjadi, ini mengindikasikan kegagalan negara dalam memenuhi
atau melindungi hak tersebut. Secara teoretis, kegagalan negara dalam
mencegah insiden keracunan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
kewajiban negara untuk melindungi (failure to protect) hak anak atas kesehatan
dan gizi yang layak.°

Pertanggungjawaban perdata memberikan jalur bagi korban untuk
menuntut ganti rugi, berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum
(KUHPerdata Pasal 1365) atau tanggung jawab produk (UU Perlindungan

Konsumen). Namun, mewujudkan pertanggungjawaban perdata ini dalam

8 Fadila, Y. A., and Khayatudin (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di
Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Yustitiabelen 8. hlm 563.
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praktik menghadapi tantangan signifikan. Informan dari LPA dan advokat
perlindungan anak menyoroti bahwa aksesibilitas terhadap keadilan bagi
keluarga korban seringkali terbatas karena kendala finansial, kurangnya
pengetahuan hukum, dan lamanya proses litigasi. Tetapi hambatan prosedural
dan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi kelompok rentan untuk
mendapatkan kompensasi hukum. Kondisi ini memperparah penderitaan
korban, yang tidak hanya menanggung beban kesehatan fisik dan mental, tetapi
juga beban finansial %!

Pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam menangani aspek
pertanggungjawaban perdata dengan menciptakan mekanisme kompensasi
yang cepat, mudah diakses, dan transparan bagi korban. Langkah ini penting
agar hak-hak korban terpenuhi tanpa harus menunggu proses litigasi yang
panjang dan melelahkan. Mekanisme - tersebut- hendaknya dirancang
sedemikian rupa sehingga meminimalkan hambatan administratif dan bukti
teknis yang kerap menjadi kendala bagi keluarga korban, sehingga pemulihan
hak-hak ekonomi dan non-ekonomi dapat segera terlaksana.

Salah satu bentuk konkret yang dapat ditempuh adalah pembentukan dana
kompensasi khusus yang dikelola oleh lembaga negara atau badan independen
dengan prosedur klaim yang jelas dan terstandarisasi. Selain itu, penyediaan

jalur mediasi yang difasilitasi negara di mana korban dan pihak yang

bertanggung jawab dapat mencapai penyelesaian di luar pengadilan berpotensi

61 Maharani, A., dan Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran
Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha
(Literature Review). J. Ekon. Manaj. Sist. hlm.607
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mempercepat pemulihan dan mengurangi beban peradilan. Kedua instrumen
ini sebaiknya dilengkapi dengan jaminan akuntabilitas, aksesibilitas bagi anak
dan keluarga korban, serta pengawasan publik agar distribusi kompensasi
berjalan adil dan sesuai kebutuhan korban.

Untuk pertanggungjawaban pidana, penegak hukum harus bersikap tegas,
independen, dan profesional dalam menginvestigasi serta menuntut pihak-
pihak yang terbukti lalai atau melakukan kelalaian, tanpa pandang bulu
terhadap jabatan atau kedudukan. Penanganan pidana yang tegas tidak hanya
menegakkan keadilan bagi anak korban, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah
(deterrent) agar pelanggaran serupa tidak terulang. Proses penegakan hukum
perlu berjalan transparan, dilengkapi perlindungan bagi saksi dan korban anak,
serta dipadukan dengan kebijakan pemulihan yang komprehensif untuk
memastikan efek jera sekaligus memberikan keadilan substantif.

Setiap insiden keracunan tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi
juga meninggalkan jejak psikologis yang mendalam bagi anak maupun
keluarga. Rasa cemas, trauma, dan ketidakpastian mengenai kondisi kesehatan
jangka panjang sering kali membayangi mereka jauh setelah insiden berlalu.
Di sisi lain, masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut turut kehilangan
rasa aman dan percaya terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi
warganya. Kerusakan kepercayaan publik ini dapat berdampak panjang apabila
tidak direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.

Karena itu, pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian

menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam mekanisme pertanggungjawaban.
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Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa
kebutuhan korban menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan dan prosedur
penyelesaian kasus. Pendekatan ini menuntut kepekaan terhadap kondisi
emosional korban, pengakuan atas penderitaan yang dialami, serta upaya
pemulihan yang menyeluruh bukan sekadar tindakan administratif formal.

Implementasi pendekatan berpusat pada korban dapat dimulai dengan
memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap layanan medis serta
dukungan psikososial yang memadai. Anak korban membutuhkan penanganan
medis yang terstandar, sementara keluarga membutuhkan informasi yang jelas,
pendampingan emosional, dan jaminan bahwa mereka tidak dibiarkan
menghadapi krisis sendirian. Ketersediaan layanan ini menjadi bagian penting
dari proses pemulihan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, kompensasi finansial harus disediakan melalui mekanisme yang
sederhana dan tidak memberatkan keluarga. Proses hukum yang berlarut-larut
sering kali menjadi beban tambahan bagi korban, sehingga jalur kompensasi
yang lebih ringkas dan responsif sangat dibutuhkan. Dengan menghadirkan
prosedur yang cepat, transparan, dan berpihak pada korban, pemerintah dapat
menunjukkan komitmen serius dalam memulihkan kepercayaan publik
sekaligus menjamin keadilan bagi mereka yang terdampak.

Insiden keracunan yang terjadi beberapa bulan lalu di SMP Negeri 1
Gemolong menjadi peristiwa serius yang mengguncang sekolah, orang tua, dan
pemerintah daerah. Kejadian ini berlangsung pada hari Senin, 11 Agustus 2025,

ketika siswa-siswi menjalani rutinitas seperti biasa dan mengonsumsi menu
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makan bergizi gratis yang disediakan oleh program pemerintah. Tidak ada
tanda-tanda awal bahwa makanan tersebut bermasalah, sehingga kegiatan
belajar berjalan normal hingga jam sekolah usai.

Pada sore harinya, beberapa siswa mulai merasakan gejala awal yang
mencurigakan. Mereka mengeluhkan mual, sakit kepala, dan perut yang terasa
mulas. Pada tahap ini, orang tua masih mengira gejala tersebut adalah sakit
biasa, tetapi semakin lama semakin tampak bahwa keluhan serupa dialami oleh
lebih banyak siswa. Orang tua kemudian membawa anak-anak mereka ke
Puskesmas Gemolong untuk mendapatkan penanganan awal. Namun, seiring
waktu menjelang malam, jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan
meningkat secara signifikan. Keluhan yang awalnya ringan berubah menjadi
kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih intensif.

Kepadatan pasien di Puskesmas membuat fasilitas tersebut tidak lagi
mampu menangani seluruh siswa yang berdatangan. Akhirnya, beberapa siswa
harus dirujuk dan dipindahkan ke rumah sakit terdekat guna memastikan
mereka mendapatkan perawatan yang memadai. Situasi ini memicu
kekhawatiran besar di kalangan orang tua dan masyarakat sekitar. Para orang
tua yang panik kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah.
Laporan tersebut membuat pihak sekolah segera melakukan tindakan cepat
untuk memastikan keselamatan para siswa dan mengoordinasikan langkah
selanjutnya. Pihak sekolah tidak menunda waktu dan segera menghubungi

instansi terkait untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
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Keesokan harinya, setelah laporan resmi disampaikan pihak sekolah,
pemerintah daerah melalui Bupati Sragen langsung turun tangan. Bupati
meninjau lokasi perawatan siswa-siswi dan memastikan bahwa penanganan
medis berjalan dengan baik. Kehadiran pejabat daerah ini menunjukkan bahwa
pemerintah memandang insiden tersebut sebagai masalah serius yang harus
ditangani segera. Dalam rangka mencari sumber masalah, Bupati langsung
memerintahkan pihak catering untuk mengirimkan sampel makanan yang
dikonsumsi siswa pada hari kejadian. Sampel tersebut kemudian diserahkan
kepada dinas kesehatan untuk diperiksa secara laboratorium. Prosedur ini
dilakukan guna memastikan apakah makanan benar-benar merupakan sumber
keracunan massal.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan = temuan yang
mengkhawatirkan. Dalam sampel makanan tersebut ditemukan bakteri
Coliform dan Staphylococcus aureus, dua jenis bakteri yang menandakan
adanya proses pengolahan atau penyimpanan makanan yang tidak memenuhi
standar keamanan pangan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa keracunan
berasal dari kelalaian dalam pengolahan makanan. Secara keseluruhan,
terdapat sekitar 90 siswa yang harus mendapat perawatan medis di Puskesmas
dan rumah sakit Gemolong. Dari jumlah tersebut, 15 siswa harus menjalani
rawat inap karena kondisi mereka lebih berat dan membutuhkan pemantauan
intensif. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari insiden

keracunan tersebut.
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Pasca kejadian, dampak yang dirasakan tidak hanya bersifat fisik. Siswa-
siswi mengalami trauma psikologis yang membuat mereka takut mengonsumsi
makanan bergizi gratis. Selama satu minggu penuh, banyak siswa memilih
untuk tidak makan menu yang disediakan sekolah karena cemas kejadian
serupa akan terulang. Trauma yang dialami siswa juga berdampak pada suasana
sekolah secara keseluruhan. Para guru perlu meyakinkan kembali para siswa
dan orang tua bahwa situasi telah terkendali. Namun, pemulihan kepercayaan
tentu membutuhkan waktu, karena peristiwa tersebut telah meninggalkan kesan
yang mendalam di hati para siswa.

Melihat dampak besar insiden ini, Pemerintah Kabupaten Sragen
kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi
gratis. Pemerintah memperketat prosedur dan mekanisme penyediaan
makanan, mulai dari pengawasan proses pengolahan hingga distribusi
makanan. Selain itu, setiap sekolah diwajibkan menyediakan mekanisme
pelaporan dan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa
depan. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal
diam. Pengetatan standar keamanan pangan dan penguatan sistem pelaporan di
sekolah-sekolah diharapkan mampu mengembalikan rasa aman siswa
sekaligus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap program makan
bergizi gratis.

Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah, terungkap bahwa sekolah
sebenarnya tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan ataupun

mengawasi penyedia jasa catering. Proses pemilihan dan penunjukan
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sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
melalui sistem rekanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekolah pada
dasarnya hanya menerima keputusan yang sudah ditentukan oleh dinas tanpa
memiliki ruang untuk memberikan pertimbangan teknis terkait kelayakan
penyedia makanan.

Dalam operasional sehari-hari, peran sekolah terbatas pada menerima
kiriman  makanan, melakukan ~ penyimpanan sementara, dan
mendistribusikannya kepada siswa sesuai jadwal program makan bergizi gratis.
Tidak ada mandat formal bagi sekolah untuk melakukan uji kelayakan pangan
atau inspeksi higienitas secara mendalam terhadap makanan yang datang.
Namun, peran terbatas ini tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab
moral dan administratif yang melekat pada pihak sekolah sebagai lembaga
yang langsung berhubungan dengan siswa.

Dalam perspektif hukum administrasi, sekolah tetap memiliki tanggung
jawab fungsional untuk memastikan bahwa makanan yang dibagikan berada
dalam kondisi layak konsumsi. Walaupun sekolah bukan pihak yang
menetapkan penyedia catering, mereka tetap berkewajiban melakukan
pemeriksaan visual dasar, memastikan makanan tidak rusak, dan segera
melaporkan jika terdapat indikasi yang mencurigakan. Kegagalan menjalankan
kewajiban minimal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian
administratif.

Dengan demikian, meskipun sekolah bukan pelaku langsung perbuatan

melawan hukum dan tidak memiliki andil dalam pemilihan rekanan catering,
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posisi mereka sebagai pihak yang mendistribusikan makanan menjadikan
mereka tetap terikat pada standar kehati-hatian. Tanggung jawab ini menjadi
bagian dari upaya perlindungan terhadap siswa sebagai kelompok rentan yang
dilayani oleh program makan bergizi gratis.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen pada dasarnya
memegang peran penting dalam melakukan pengawasan preventif terhadap
penyedia makanan. Keduanya memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap
penyedia jasa catering memenuhi standar keamanan pangan sebelum makanan
didistribusikan ke sekolah-sekolah. Pengawasan ini seharusnya dilakukan
melalui inspeksi berkala, verifikasi proses pengolahan, serta evaluasi berkala
terhadap kelayakan rekanan yang terlibat dalam program makan bergizi gratis.

Dalam kasus keracunan di SMP Negeri 1 Gemolong, terlihat bahwa
pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal. Lemahnya kegiatan
monitoring dan evaluasi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor
penyebab terjadinya insiden. Ketika mekanisme pengawasan tidak dijalankan
dengan ketat, potensi kelalaian dari pihak penyedia makanan akan lebih mudah
terjadi dan berujung pada risiko terhadap kesehatan siswa.

Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejadian ini tidak hanya dibebankan
kepada pihak catering sebagai pelaku langsung, tetapi juga melekat pada
pemerintah daerah. Pemerintah, melalui dinas terkait, memiliki tanggung
jawab moral dan administratif atas kelalaian dalam pengawasan yang menjadi
bagian dari konsep onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melawan

hukum oleh pemerintah. Konsep ini menegaskan bahwa kegagalan pemerintah
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menjalankan kewajiban pengawasan dapat menimbulkan tanggung jawab
hukum ketika kelalaian tersebut berdampak pada kerugian masyarakat,
khususnya para siswa.

Dalam hal ini menunjukkan adanya konvergensi yang signifikan antara
kerangka hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional dalam
menjamin hak anak atas pangan yang aman dan sehat. Undang-Undang Dasar
1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, dan UU
Perlindungan Konsumen secara kolektif membentuk fondasi yuridis yang
kokoh bagi perlindungan hak ini. Prinsip best interests of the child yang
diamanatkan oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak terinternalisasi dalam
berbagai regulasi domestik, menempatkan anak sebagai subjek hukum yang
memerlukan perlindungan ekstra dari negara. Secara teoretis, negara telah
memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
atas pangan sesuai dengan kerangka hukum hak asasi manusia. Program MBG
sendiri adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak atas
pangan bagi anak-anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi
landasan konstitusional fundamental, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang
menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Prinsip ini secara inheren mencakup hak atas pangan yang aman dan sehat
sebagai prasyarat bagi tumbuh kembang optimal. Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lebih lanjut menguatkan
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hak ini dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 9
ayat 1), yang dapat diinterpretasikan sebagai hak untuk memperoleh pangan
yang tidak membahayakan kesehatan. Perlindungan khusus bagi anak
termaktub dalam Pasal 52 UU HAM, menegaskan bahwa hak anak adalah hak
asasi manusia dan untuk kepentingannya harus mendapatkan perlindungan
oleh negara, pemerintah, dan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak secara spesifik diperkuat oleh Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang undang ini secara
komprehensif mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas kesehatan dan gizi
yang layak (Pasal 9). Dalam konteks Program MBG, ketentuan ini mewajibkan
negara untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya menyediakan
akses makanan, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanannya. Pasal 76A
UU Perlindungan Anak lebih lanjut mengkriminalisasi tindakan yang
menyebabkan anak cedera atau meninggal akibat kelalaian, yang relevan dalam
kasus keracunan makanan.

Aspek kesehatan dan keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun undang-undang ini baru,
semangatnya tetap sejalan dengan UU sebelumnya dalam menjamin kesehatan
masyarakat. Pasal-pasal terkait standar higienitas pangan, pengawasan mutu,
serta sanksi terhadap pelanggaran keamanan pangan sangat relevan untuk

PMBG. Implementasi pasal-pasal ini memerlukan sinergi antara Kementerian
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Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan institusi
pelaksana program.

Selain itu juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen juga memberikan payung hukum bagi anak sebagai
konsumen produk pangan yang disalurkan melalui Program MBG. Pasal 4 UU
Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dan
keselamatan, serta hak atas informasi yang benar. Jika makanan yang
disediakan dalam Program MBG terbukti tidak aman dan menyebabkan
keracunan, anak-anak dan walinya berhak menuntut ganti rugi berdasarkan
ketentuan ini. Anak-anak dalam program pangan gratis tetap memiliki status
sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga negara
sebagai penyelenggara program memiliki kewajiban untuk memastikan produk
yang diberikan aman dan layak konsumsi.

Jika terjadi onrechtmatige overheidsdaad, pemerintah bertanggung jawab
atas kerugian yang ditimbulkan. Aspek tanggung jawab ini mencakup:

1. Ganti Kerugian: Pihak yang dirugikan oleh tindakan pemerintah yang
melanggar hukum berhak menuntut ganti kerugian.

2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Sengketa perbuatan melanggar
hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan (khususnya yang berkaitan
dengan tindakan faktual dan administrasi pemerintahan) kini
kewenangannya telah dialihkan ke PTUN berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019.
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3. Uji Kepatutan dan Prosedural: Tindakan pemerintah diuji berdasarkan:
cacat kewenangan, cacat prosedural, cacat substansi, bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau bertentangan dengan

AUPB.

Aspek tanggung jawab pemerintah atas pengawasan onrechtmatige
overheidsdaad adalah memastikan bahwa setiap tindakan administrasi negara
berjalan sesuai koridor hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan
menyediakan mekanisme hukum yang efektif bagi warga negara untuk
memperoleh keadilan dan ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Bila pihak
catering tidak secara sukarela melakukan pertanggungjawaban tersebut, maka
pihak korban atau orang tua memiliki hak untuk menggugat secara perdata

melalui pengadilan negeri dengan dasar PMH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pemerintah daerah
mengambil alih tanggung jawab penuh atas insiden keracunan yang terjadi
pada program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong. Bentuk
pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menanggung seluruh biaya
pengobatan siswa, baik yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan.
Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah untuk
memastikan bahwa para siswa mendapatkan perawatan terbaik tanpa

membebani keluarga korban.

Langkah pemerintah tersebut dinilai tepat mengingat program makan

bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas yang diluncurkan untuk
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meningkatkan kesehatan dan gizi anak sekolah. Ketika terjadi kegagalan dalam
pelaksanaan program hingga menimbulkan kerugian bagi peserta didik, maka
sudah sewajarnya pihak pemerintah mengambil tanggung jawab penuh. Hal ini
sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan

publik terhadap program tersebut.

Namun demikian, keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung
pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja. Pihak-pihak lain yang
terlibat, termasuk penyedia catering, dinas terkait, dan pihak sekolah, juga
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap prosedur keamanan
pangan dijalankan sesuai standar. Tanpa adanya sinergi dan pengawasan

berlapis dari berbagai pihak, risiko terjadinya insiden serupa tetap terbuka.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah harus dilakukan
dengan peningkatan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam rantai
pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jika setiap pihak menjalankan
fungsi dan kewajibannya dengan baik, program ini tidak hanya akan berjalan
lebih efektif, tetapi juga dapat memberikan rasa aman bagi para siswa sehingga

kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang.
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B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Keracunan Makanan Pada Siswa
Dalam Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Gemolong Dan

Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada siswa
dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong
Insiden keracunan makanan yang terjadi pada 11 Agustus 2025 di
SMP Negeri 1 Gemolong tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan
merupakan hasil dari rangkaian kelemahan sistemik pada berbagai tahapan
pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berdasarkan keterangan dari
pihak sekolah, hasil wawancara, temuan laboratorium, serta penjelasan
dari pihak pemerintah daerah, ada sejumlah faktor yang dapat
diidentifikasi sebagai penyebab utama terjadinya insiden tersebut. Faktor-
faktor ini bukan hanya berkaitan dengan kelalaian teknis dari penyedia
makanan, tetapi juga menyangkut aspek pengawasan, tata kelola
administrasi, serta koordinasi antar instansi terkait, yaitu:
a. Ketidaksesuaian Standar Keamanan Pangan oleh Penyedia Catering
Temuan laboratorium yang menunjukkan keberadaan bakteri
Coliform dan Staphylococcus aureus mengindikasikan bahwa proses
pengolahan atau penyimpanan makanan tidak mengikuti standar
kesehatan yang semestinya. Kehadiran bakteri tersebut menjadi
bukti kuat bahwa makanan diproses atau disimpan dalam kondisi
yang tidak higienis, baik terkait sanitasi dapur, suhu penyimpanan,

kebersihan alat, maupun penanganan makanan oleh pekerja catering.
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Faktor ini merupakan penyebab langsung (direct cause) dari
keracunan yang dialami siswa.
Lemahnya Pengawasan Preventif oleh Dinas Kesehatan dan Dinas
Pendidikan
Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen

memiliki mandat pengawasan preventif untuk memastikan bahwa
penyedia jasa catering mematuhi standar keamanan pangan. Namun,
hasil wawancara dan rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa
pengawasan tersebut tidak dilakukan secara ketat dan rutin.
Minimnya -inspeksi berkala, evaluasi kualitas makanan, serta
monitoring proses produksi menyebabkan kelalaian dari pihak
catering tidak terdeteksi. Kelemahan ini merupakan faktor sistemik
yang memperbesar kemungkinan terjadinya insiden keracunan.
Keterbatasan Wewenang Sekolah dalam Pemilihan dan Pengawasan
Penyedia Makanan

Sekolah tidak memiliki kewenangan memilih atau mengevaluasi
penyedia catering karena seluruh proses penunjukan dilakukan oleh
Dinas Pendidikan melalui mekanisme rekanan. Akibatnya, sekolah
hanya menerima makanan dari pihak catering tanpa hak untuk
menolak, menilai kelayakan, atau melakukan kontrol kualitas yang
lebih spesifik. Meski demikian, secara administratif sekolah tetap
memiliki tanggung jawab fungsional untuk memastikan makanan

layak dikonsumsi, misalnya melalui pemeriksaan visual atau
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pengecekan kondisi makanan saat tiba. Minimnya ruang kontrol
yang dimiliki sekolah ikut memperluas risiko terjadinya kejadian
seperti ini.
Kurangnya Prosedur Pengawasan Berlapis Saat Pendistribusian
Makanan
Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, sangat

penting adanya mekanisme kontrol berlapis mulai dari penyediaan,
pengiriman, hingga pendistribusian makanan. Dari hasil analisis
kasus, tampak bahwa tahap distribusi makanan ke siswa hanya
didasarkan pada rutinitas harian tanpa adanya prosedur standar untuk
memastikan kelayakan makanan sebelum dibagikan. Tidak adanya
SOP deteksi dini (misalnya pengecekan bau, tekstur, suhu, atau segel
kemasan) membuat makanan yang sudah terkontaminasi tetap
dibagikan kepada siswa.
Tidak Adanya Pelaporan Cepat Ketika Gejala Mulai Muncul

Pada sore hari setelah konsumsi makanan, sejumlah siswa mulai
mengalami mual, sakit kepala, dan mulas. Namun laporan dari orang
tua ke sekolah terjadi secara bertahap dan tidak langsung dalam
jumlah besar. Hal ini menyebabkan respon awal lambat dan
membuat sekolah serta dinas terkait terlambat melakukan
penelusuran. Sistem pelaporan dini yang seharusnya tersedia di
setiap sekolah tidak berjalan optimal sehingga deteksi awal

keracunan tidak segera menginisiasi tindakan darurat.
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Ketidaksiapan Fasilitas Kesehatan dalam Menangani Kejadian
Massal
Puskesmas Gemolong tidak mampu menampung seluruh korban

yang berdatangan hampir bersamaan pada malam hari. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan tidak memiliki kesiapan
terhadap kemungkinan kejadian luar biasa (KLB) di wilayah
sekolah. Ketidaksiapan fasilitas membuat penanganan awal
berlangsung lambat dan menimbulkan kepanikan pada orang tua,
meskipun hal ini tidak menjadi faktor penyebab keracunan,
melainkan faktor yang memperburuk dampak.
Kelemahan Koordinasi Antar Instansi

Dari kronologi kejadian, terlihat bahwa koordinasi antara
sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pihak catering tidak
berjalan secara sinkron. Pelaporan baru dilakukan secara formal
keesokan harinya, sementara investigasi bahan makanan baru
dimulai setelah Bupati turun langsung. Koordinasi yang lambat ini
menunjukkan adanya gap dalam rantai pelaksanaan program makan
bergizi gratis, terutama dalam situasi darurat.
Ketidakefektifan Sistem Rekanan Penyedia Catering

Pemilihan penyedia catering menggunakan sistem rekanan di
tingkat dinas memang bertujuan untuk efisiensi, namun dapat
menjadi masalah jika tidak disertai evaluasi berkala terhadap rekam

jejak, kapasitas, dan kepatuhan penyedia terhadap standar keamanan
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pangan. Ketidakefektifan sistem rekanan terlihat dari munculnya
penyedia yang tidak mampu menjaga kualitas makanan yang aman
bagi siswa.

i. Ketidakpatuhan Pihak Catering terhadap Prosedur Operasional
Standar (SOP)

Kehadiran bakteri berbahaya menunjukkan bahwa pihak catering
tidak menjalankan SOP produksi makanan secara ketat. Ini bisa
berupa penggunaan bahan tidak segar, sanitasi dapur yang buruk,
pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri, hingga kesalahan
penyimpanan makanan pada suhu yang tidak tepat. Kelalaian
internal catering memegang peran besar dalam memicu keracunan
massal.

j.  Minimnya Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Pihak Sekolah
Sekolah tidak memiliki pelatihan khusus terkait penanganan
makanan yang layak dikonsumsi. Tanpa pengetahuan dan pedoman
yang jelas, petugas yang menerima makanan hanya menjalankan
prosedur rutin tanpa kemampuan mendeteksi potensi bahaya.
Ketidaktahuan ini meningkatkan kerentanan terhadap kegagalan

dalam kontrol kualitas.

2. Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah
Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis
(MBG) di SMPN 1 Gemolong mengungkap berbagai kelemahan dalam

pelaksanaan program, termasuk kontaminasi mikroba. Hasil wuji
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laboratorium menemukan adanya bakteri Staphylococcus aureus dan
coliform dalam makanan MBG, yang merupakan indikator kebersihan
pengolahan yang buruk. Staphylococcus aureus dapat memasuki makanan
melalui tangan pengolah yang tidak higienis dan menghasilkan toksin
tahan panas, sehingga mudah memicu gejala muntah dan diare secara
cepat. Sedangkan kehadiran coliform (termasuk E. coli) menandakan
bahwa proses produksi atau sanitasi makanan tidak memenuhi standar
higenis. Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan perbaikan serius pada
standar produksi dan distribusi makanan serta pengawasan ketat terhadap

penyedia MBG.

1. Perbaikan Standar Produksi dan Distribusi Makanan

Untuk mencegah kontaminasi serupa, perlu diterapkan standar
keamanan pangan yang lebih ketat di seluruh rantai produksi MBG.
Setiap dapur penyedia harus segera memiliki sertifikasi Hazard Analysis
and Critical Control Point (HACCP) yang terakreditasi nasional,
sebagaimana diwajibkan Badan Gizi Nasional. Sertifikat HACCP
memastikan bahwa pengendalian mutu dilakukan dari pemilihan bahan
baku hingga proses pengolahan. Selain itu, setiap dapur juga harus
memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak
operasional. Kementerian Kesehatan menegaskan percepatan
penerbitan sertifikat ini agar “seluruh SPPG memenuhi standar
kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan”.

Dalam distribusi, pemerintah berkomitmen mengontrol setiap tahap
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persiapan makanan mulai pemilihan bahan hingga penyajian, agar
kualitas dan keamanannya terjaga. Misalnya, mutu air dan kebersihan
fasilitas dapur harus memenuhi pedoman kesehatan (Permenkes dan
BPOM), serta perlengkapan masak dijaga steril. Uji laboratorium secara
rutin pun diperlukan untuk memastikan makanan aman dikonsumsi,
sehingga setiap kontaminan potensial dapat dideteksi dini.
. Pengawasan dan Evaluasi Ketat terhadap Penyedia Jasa

Pengawasan lembaga terkait harus diperketat. Dinas Kesehatan dan
Dinas Pendidikan perlu melakukan audit berkala pada semua Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG,; tidak hanya ketika
terjadi insiden. Dalam kejadian Gemolong, banyak sekolah yang
sebelumnya menyerahkan kantin pada pihak ketiga tanpa regulasi dan
tanpa pengawasan Dinas Kesehatan, situasi serupa harus dihindari.
Pemerintah sudah mengambil langkah tegas menutup sementara SPPG
bermasalah untuk evaluasi menyeluruh. Proses sanitasi dapur diperbaiki
dengan mengawasi kualitas air minum dan pengelolaan limbah secara
nasional. Dinas Kesehatan wajib melakukan pemeriksaan keamanan
pangan (misalnya sampling makanan di dapur dan kantin) serta
mempublikasikan hasilnya untuk transparansi. Auditor independen atau
tim khusus dapat melakukan inspeksi mendadak terhadap kebersihan
dan pelatihan petugas dapur. Dengan demikian, setiap pelanggaran
prosedur (misal cross-contamination atau penyimpangan resep) dapat

segera diidentifikasi dan diperbaiki.
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3. Pemberdayaan Sekolah dalam Pengendalian Mutu Pangan

Sekolah harus diberi peran aktif dalam kontrol kualitas makanan.
Kepala sekolah, guru, dan pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
perlu dilatih melakukan pembinaan keamanan pangan dan pengawasan
rutin terhadap kantin maupun katering sekolah. Misalnya, sekolah dapat
mencatat penilaian mandiri higienisnya menggunakan buku rapor kantin
sesuai pedoman UKS. Puskesmas dan BPOM semestinya
menyelenggarakan penyuluhan higienis sanitasi pangan bagi petugas
dapur dan penjamah makanan di sekolah. Para kader kesehatan sekolah
dapat difungsikan sebagai ‘“‘detektif kantin” yang melaporkan ke guru
bila ditemukan makanan tidak sehat atau berbahaya. Langkah-langkah
ini mengikuti rekomendasi nasional yang menggabungkan sekolah dan
dinas kesehatan: misalnya audit kantin tahunan sebagai bagian
akreditasi sekolah dan pemberian stiker kantin sehat bagi yang
memenuhi syarat. Dengan pemberdayaan ini, kontrol mutu makanan
MBG menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara program
dan pihak sekolah, sehingga pengawasan tidak bergantung semata pada
pihak luar.

4. Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Kerja sama antar instansi adalah kunci keberhasilan MBG.
Pemerintah pusat dan daerah telah menekankan pentingnya koordinasi
antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian

Dalam Negeri, serta dinas terkait di level kabupaten/kota. Pada tataran
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teknis, rapat koordinasi rutin melibatkan kepala dinas pendidikan dan
kesehatan, Bupati/Walikota, serta Badan Gizi Nasional untuk
mengevaluasi progres perbaikan. Keterlibatan lintas sektor juga
diwujudkan dengan mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam
pemantauan MBG di sekolah-sekolah. Misalnya, Puskesmas setempat
dapat ditugasi melakukan inspeksi dapur, mengambil sampel makanan,
serta merespon laporan warga terkait masalah higienis. Sedangkan
Dinas Pendidikan dapat membantu memberikan orientasi kepada guru
dan orang tua, serta memfasilitasi sosialisasi kebijakan baru di sekolah.
Sinergi semacam ini memastikan bahwa standar pengelolaan makanan
bergizi terpadu antara kebijakan kesehatan dan pendidikan, serta
mekanisme pelaporan dini terbangun dengan baik.
. Penegakan Hukum atas Kelalaian

Penegakan hukum harus dijadikan efek jera. Menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111
menegaskan penyelenggara tempat umum (termasuk sekolah) wajib
menjamin keamanan makanan yang disediakan. Jika terjadi kelalaian
yang menyebabkan gangguan kesehatan, penyelenggara (guru atau
pengelola kantin/katering) dapat diproses secara administratif bahkan
pidana. Selain itu, Undang-Undang Pangan (UU No. 18 Tahun 2012)
juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha makanan yang lalai menjaga
mutu produknya. Oleh karena itu, pihak katering MBG yang terbukti

lalai harus dikenai sanksi sesuai aturan, seperti pencabutan izin usaha

&3



atau denda administratif. Penegakan hukum juga meliputi penindakan
terhadap pejabat pengawas yang lalai menjalankan fungsinya. Dengan
penerapan hukum secara konsisten, para penyedia jasa dan pengawas
akan terdorong mematuhi standar mutu dan menjaga tanggung
jawabnya pada keamanan pangan.
. Peningkatan Kesiapsiagaan Fasilitas

Kesehatan Fasilitas kesehatan di wilayah harus siap tanggap jika
terjadi keracunan massal. Pada kejadian ini, Pemerintah Kabupaten
Sragen telah menyiagakan Puskesmas 24 jam sebagai respons cepat
terhadap laporan korban baru. Langkah serupa harus distandarisasi:
setiap puskesmas harus memiliki protokol tanggap darurat kasus
keracunan makanan, termasuk ketersediaan obat-obatan (antiemetik,
antibakteri, rehidrasi oral), serta tim respons cepat. Selain itu, rumah
sakit rujukan perlu dilatih menghadapi banyak korban sekaligus.
Simulasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) keracunan
makanan sebaiknya diadakan secara periodik. Kolaborasi dengan
institusi kesehatan lain (seperti laboratorium rujukan untuk analisis
sampel cepat) juga penting. Dengan kesiapsiagaan baik, dampak
kesehatan dari wabah serupa dapat diminimalkan dan penanganan
korban berlangsung lebih efektif.
. Edukasi dan Pelatihan kepada Sekolah dan Masyarakat
Pencegahan berkelanjutan memerlukan pendidikan keamanan

pangan. Setiap pengelola kantin atau dapur MBG wajib mengikuti
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pelatihan gizi dan keamanan pangan secara berkala. Kurikulum UKS
bisa diperluas mencakup materi kebersihan pangan untuk siswa dan
guru, sehingga budaya cuci tangan dan kebiasaan bekal sehat tertanam
sejak dini. Orang tua juga perlu mendapat sosialisasi mengenai
pentingnya packing makanan yang bersih, agar di rumah tidak
memperparah risiko. Secara keseluruhan, kampanye kesadaran seperti
seminar guru, poster di sekolah, dan media sosial dapat memperkuat
pesan bahwa keamanan pangan sama pentingnya dengan kandungan
gizi. Bentuk lainnya, program studi gizi di sekolah menengah kejuruan
(SMK) kesehatan dapat dilibatkan sebagai relawan edukasi di sekolah-
sekolah MBG. Dengan edukasi yang menyeluruh, setiap elemen (guru,
siswa, orang tua, penyedia jasa) dapat memahami risiko keracunan dan

turut bertanggung jawab menjaga kebersihan pangan sehari-hari.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Perdata Oleh Layanan Catering Atas Keracunan
Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 1
Gemolong

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pemerintah

daerah mengambil alih tanggung jawab penuh atas insiden keracunan yang
terjadi pada program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menanggung
seluruh biaya pengobatan siswa, baik yang menjalani rawat inap maupun
rawat jalan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat
pemerintah untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan perawatan
terbaik tanpa membebani keluarga korban.

2. A. Faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan pada
siswa dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Gemolong
1) Ketidaksesuaian Standar Keamanan Pangan oleh Penyedia Catering
2) Lemahnya Pengawasan Preventif oleh Dinas Kesehatan dan Dinas

Pendidikan

3) Keterbatasan Wewenang Sekolah dalam Pemilihan dan Pengawasan

Penyedia Makanan
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B. SARAN

l.

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Kurangnya Prosedur Pengawasan Berlapis Saat Pendistribusian
Makanan

Tidak Adanya Pelaporan Cepat Ketika Gejala Mulai Muncul
Ketidaksiapan Fasilitas Kesehatan dalam Menangani Kejadian Massal
Kelemahan Koordinasi Antar Instansi

Ketidakefektifan Sistem Rekanan Penyedia Catering

Ketidakpatuhan Pihak Catering terhadap Prosedur Operasional Standar

(SOP)

10) Minimnya Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Pihak Sekolah

B. Solusi Terhadap Penyelesaian Masalah

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Perbaikan Standar Produksi dan Distribusi Makanan
Pengawasan dan Evaluasi Ketat terhadap Penyedia Jasa
Pemberdayaan Sekolah dalam Pengendalian Mutu Pangan
Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Penegakan Hukum atas Kelalaian

Peningkatan Kesiapsiagaan Fasilitas

Edukasi dan Pelatihan kepada Sekolah dan Masyarakat

Bagi pengusaha catering adalah perkuat regulasi, seleksi, dan pengawasan

penyedia makanan (pada level kabupaten/kota). Wajibkan sertifikasi

keamanan pangan (mis. HACCP/SLHS) bagi semua penyedia catering MBG

dan masukkan kepatuhan sertifikasi sebagai syarat mutlak dalam proses

rekanan. Lakukan evaluasi kualifikasi dan audit berkala (termasuk inspeksi
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mendadak dan uji laboratorium sampel makanan) oleh tim gabungan Dinas
Kesehatan Dinas Pendidikan, serta publikasi hasil audit untuk transparansi.
Terapkan mekanisme sanksi yang jelas (pencabutan kontrak, denda
administratif, dan/atau proses hukum) untuk penyedia dan pejabat
pengawas yang terbukti lalai, serta insentif bagi penyedia yang konsisten
memenuhi standar.

. Bagi pihak sekolah adalah pemberdayaan sekolah dan pembentukan
mekanisme kontrol kualitas serta pelaporan dini. Berikan otoritas
operasional kepada sekolah untuk melakukan pemeriksaan sederhana saat
menerima makanan (cek segel, suhu, bau atau penampakan) dan wewenang
menolak distribusi jika terdapat indikasi ketidaklayakan. Latih kepala
sekolah, guru, dan petugas UKS untuk deteksi dini keamanan pangan dan
sediakan panduan SOP penerimaan penyimpanandistribusi makanan.
Bangun saluran pelaporan cepat (hotline atau WhatsApp atau SSO laporan)
terintegrasi dengan Puskesmas dan Dinas, serta catat semua kejadian dalam
buku laporan kantin atau MBG sebagai basis audit. Libatkan komite sekolah
atau orang tua dalam pengawasan berkala untuk meningkatkan akuntabilitas
lokal.

. Bagi pemerintah adalah perkuat penegakan hukum, kesiapsiagaan fasilitas
kesehatan, dan program edukasi berkelanjutan. Pastikan kompensasi
pengobatan bagi korban ditanggung pemerintah daerah segera dan jadikan
penyelesaian administrasi/kompensasi sebagai bagian dari prosedur darurat;

lanjutkan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti lalai untuk
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efek jera. Tingkatkan kapasitas Puskesmas dan rumah sakit rujukan melalui
protokol KLB keracunan makanan, stok obat dan peralatan, pelatihan
respons cepat, dan latihan simulasi berkala. Jalankan program edukasi
berkelanjutan terkait sygiene pangan untuk pekerja katering, siswa, guru,
dan orang tua melalui pelatihan, materi UKS, dan kampanye publik untuk
menumbuhkan budaya pencegahan sehingga keamanan pangan menjadi

tanggung jawab kolektif.
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